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Mengingat
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DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL

1,

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam MNegeri No, 3
Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ke-
tua, Wakil Kelua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah,
maka dalam batas kemampuan kevangan Daersh Propinsi Daerah
Tingkat T Bali, diangeap pedu untuk menyesuaikan perclehan yang
diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa-
kilan Ralgat Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Bali berdasarkan
Pematuran Menteri Dalam Negeri No, 5 Tahun 1976 jo. Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Bali Nomaor 03 Tahun 1977 dan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Mei
1980 WMo, 22/Keu,11/1/445/1980, dengan Peraturan Menteri Da-
lam Meperi Nomor 3 Tahun 1980 tersebut |

Bahwa berdasarkan pasal 18 avat (1) Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Wo, 3 Tahun 1980 tersebut, penyesuaian dimaksud pada angha
1 diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Undang - Undang No. % Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan di Dasmh ;

Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dae-
rah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;

. Pemturan Pemerintah No. & Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-

tangpung Jawaban dan Penpawasan Keuangan Daerah ;

. Peraturan Pemerintah No, 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

APRD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan



Mendengar

Menctapkan

Perhitungan APED ; .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedo-
man Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Ang-
gota DPRD ;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat [ Bali No. 18/KPTS/DPRD/1978 tanggal 28 April 1978
tentang Peraturan Tala Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat T
Bali.

Musyawarah Sidang Pleno ke 1 Masa Persidangan IV Tahun Dinas
1980/1981 Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat 1 Bali pada tanpgal 31 Januari 1881 Dengan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daevah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

MEMUTUSKAN :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kedudukan
Keuanpan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Dacrah
Tingkal I Bali.

BAB 1.
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan int yang dimaksud dengan

a. DPRD : talah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Bali.

b. Uang Paket : ialah uang vang dibayarkan kepada Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk setizp harl menghadin rapat-
rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dalam mana telah
termasuk uang sidang uang pengangkutan lokal dalam kota dan
uang makan.

¢. Uang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang
vang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah berhubung dengan kedudukannya.

d. Uang kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang
yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Kdtua De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah .

. DMiuar Kota @ ialah bertempat tinggal nyata-nyata berdomisili diluar
wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersanghut-
an,

Paszal 2.

{1) Tanggal mulai memanghku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD ialah tangpal mereka mengangkat sumpah atau mengucap-

kan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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(2)

(1)

(2)

(3

Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anpgota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah ialah tangpal mereka menyata-
kan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAEB 1I.
UANG PAKET.
Pasal 3.
Uang paket ditelapkan bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp. 7.500—
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah yvang berfempat
tingpal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen/
rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-
banvaknya sebesar Rp. 10.000,— untuk setiap 1 (satu) hari 1
(satu ) malam.
Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah yang sah dengan kefentuan :
a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali
uang paket ;
b. Selain dari vang pakel tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang
pengangkulan lokal dan uang makan,

Pagal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah ti-
dak diberikan uang pakel untuk rapal-rapat vang dipimpin atau diha-
dirinya,

Pasal 5.

Rapat-rapat yahg sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya diben-
tuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-
rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya bedaku ke-
tentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayal (1) (2) dan (3) Peraturan

Daerah ini,
BAR III
UANG KEHORMATAN
Pasal 6
(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

(2)

— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak
Rp. 110.000—
— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak
Rp. 100.000,—
Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua,
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan



(1)

keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan
berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah,

BAB IV,
UANG REPRESENTASI
Pasal 7.
Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Per-
aturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebagai
berikut :
1. Ketug Dewan Perwakilan HRakvat Daemh  sebesar ......
Rp. 110.000,—
2, Wakil Ketua Dewan Perwakilan HRakvat Daerah sebesar
Rp. 100.000—

Fasal 8,
Pegawai Negerd, Pegawai Daerah atau Anggola Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang diangkal sebagai Ketua, Wakil Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat T_lneiuh, tidak dibenarkan menerima peng-
hasilan rangkap {dobel).

Pasal. .

Apabila vang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah kurang dayi pada gajl pada wakiu yang bersang-
kutan aktif sebapai Pegawai Negeri, Pegawal Daerah atau Anggola
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambah-
an berupa selisth kedua penghasilan itu.

BAB V.
RUMAI JABATAN DAN MORBIL ATAU
ALAT PENGANGEUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

Untuk Kelua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selama mereka dalam jabatan tersebut bilamana Keuangan Daerah
memungkinkan, dapal disediakan rumah jahatan dengan ketentuan -
bahwa biaya pemeliharaan pemakalan air, penerangan dan gas un-
tuk rumah itu dilangming oleh Pemerintah Daerah dan yang hams
ditinggalkan, dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban
dari pihak Pemerintah pada wakiu yang bersanghkutan berhenti se-
bagai Ketua, Walkil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Da-
erah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil dan alat pe-
nganghutan lain untuk kepeluan dinas serta pengemudinya dengan
ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Peme-
rintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada wakiu
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vang bersangkutan berhenli sebapai Ketua atau Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Ketua Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah,

BAE VI.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN

DAN UANG PERJALANAN DINAS.
Pasal 11.

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak.
yat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang pexja-
lanan dan uang penginapan yang harus diperlanggung jawabkan se.
suai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Nege-
ti/Daerah Golongan 1,

(2} Uang perjalanan pindsh diberikan untuk perjalanan pindah kedi-
aman semula ke tempal kedudukan Dewan Perwakilan Ralovat Da.
erah yang bersangkutan dan sebaliknya,

BAB VII.
UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT.

Pasal 12.
Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan Dokter setinggi-tingginya sebanyak
Rp. 25.000,— (dua puluh lima rihu rupiah) sebulan, dan dibayar scca-
ra lumpsum.

b ]

BAB VI,
TUNJANGAN KEMATIAN,

Pasal 13.
Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Raloyatl
Daerah meninggal dunia, kepada akhli warisnya diberikan tunjangan
kematian sebanyak 1 {satu) bulan uanpg kehormatan bersih Ketua dan
apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena
menjalankan {ugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 [dua)
bulan uang kehormatan bersih Ketua,

Pasal 14.
Pengangkutan jenasah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwalkilart Rakyat
Daerah yang meninggal dunia, dari tempal kedudukan ke tempat ke-
diaman  semula, apabila dikehendaki oleh akhli warisnya ditanggung
oleh Keuangan Dasrah.



BAB IX.
TANDA PENGHARGAAN.
Pasal 15.

{1} Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak-
vat [aerah pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhentikan
denpan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan
uang tanda penghargaan yaitu :

a. bagl Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakvat Daerah,
untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 {satu)
kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya ©
fenam) kali uang kehormatan bersih |

b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kelentu-
an avat (1) huruf a, akan telapi besarnya vang kehormalan ber-
sih bagi Anpgota ditetapkan dengan Kepulusan Kepela Daerah
vang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah
dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertign) dari vang kehar-
malan bersih vang diterima oleh scorang Wakil Ketua,

{2} Masa memanghu jabatan gang kurang dari & (enam) bulan dibulat-
kan kealas menjadi & (enam) bulan penuh,
{(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah meninggal dunia vang tanda penghargaan tersebut

ayat (1) pasal ini diberikan kepada akhli warisnya.

BABR X.
KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 16.

Sepala akibat keuangan karena kelentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daetah ini menjadi beban Keuangan Daerah Propinsi Dacah Tingkat I
Bali.

BAR XI.
KETENTUAN PENUTUP.
{1) Segala sesuatu akan ditinjau dan diberikan kembali apabila dike-

mudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan Per-
aturan Daerah ind ;

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berdaku lagi Per-
aturan Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 03 Tahun 1977 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DFRD
Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

{3) Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal 17 Juni 1980,
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Ditetapkandi - DENPAS AR
Pada Tangpal : 31 Januari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I BALI
TINGEAT [ BALL
KETIA, L.t d
t.t.d.
{ SOEKIDO DIGDOWIRATMO ). iMANTR A\
NIP, TH0095383.

DISAHKARN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
21 -4 - 81, No, 160,341.61 - 282

Dircktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Ctonomi Dasrah

Mewsakili
Birektur Pembinaan Pemerntahan Daerah

t. i .

{ Drs. Yunuzal Jumus ).

¥

Disah kan olely Menteri Dalam Negerd,
Dengan sural kepulusan
tanggal @ 21 April 1981 Noo: 60.341.61 - 282,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tinglkat I Bali

No, - 37 tanggal: 25 Mei Tahun 1981.
Seri ¢ D No. [

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Rali.
L L. d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI,
NIP, 010023938,
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Membaca

Menimbang

Mengingal r

Menetapkan

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 160.341.61 - 282

TENTANG

PENGESAHAN PERATUTAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 BALI TANGGAL 31 JANUARI 1881 NO, 01
TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALL

MENTERI DALAM NEGERI

a. Bural Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Pebruari
1981 No. Hot/1a/7/81 perihal permohonan pengesahan Peraluran
Daerah ;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari
1981 No. 01 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Kefua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali,

Bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang
dimaksud.

1. Undang - undang Mo, § Tahun 1974,
2. Peratucan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 1980,
MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal
31 Januari 1981 MNo. 01 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Ja kar ta.
Pada tangpal : 21 April 1981,

MENTERI DALAM NEGERI,

[ A
AMIRMACHMUD -

1. Sdr. Menteri{Sekretaris Negara di Jakarta,

2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta,

3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta,

4. 8dr, Gubemur Kepala Daerah Tinghat I Bali di Denpasar.

y. 8dr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tinghkat I Bali

di Denpasar,
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